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3. Peraturan Penrerintah Nonlor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggararr
Penrbangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan
Tugas dan Furrgsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia
Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Presiderr Nomor 68 Tahun 2019 tent^ng
Organisasi Kenrenterian Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;

6. Peraturan Presiden Nontor 80 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pel'encanaan Penrbangunan Nasional;

7. Peraturan Presiden Noruor 81 Tahtn 2021 tentang Badatl
Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Penrbangunan Nasional Nonlor 5

Tahun 20 1 6 tentan8 Ferencanaarr, Pelaksanaan, Pelapolarr,
Pemantauan darr Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

9. Peraturarl Menteri Perencanaan Penrbangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Penrbangunan Nasional Norllor
14 Tahun 2020 tentz.ng Organisasi dan Tata Kerja
Kementeriarr Perencaruan Pembangunan Nasional/Badan
Perencarraan Pembangunan Nasional;

N1EI1L'TL]SK.\N:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
STRATEGIS PERKUATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN TAHUN 2O22.

Membentuk Tirrt Koordinasi Strate8is Perkuatan Kualitas
Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2022, untuk selanjutnya
disebut Tim Kostra PKPP, dengan susunan keanggotaan
xbagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Tim Kostra PKPP terdiri atas Tinr Pengarah, Penanggung Jawab,
Tinr Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

Tim Pengarah bertugas:

a. melakukan koordinasi yang bersifat strateSis dan lintas
sektoral dalanr proses pen),usunan kebijakan, strategis, dan
rencana kerja perkuatan kualitas perenca naan Wnganggar an
terkait RPJMN 20 20 - 2024 ; dan

KETIGA

b. memberikan ...
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b. mertberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melakukan
tu8asnya.

Penanggung Jawab bertugas melaksanakan pengendalian kegiatan
dan evaluasi atas lapol'an Tim Pelaksana serta melaporkan hasilnya
kepada Ketua Tinr Pengarah.

Tinr Pelaksana bertugas:

a. rrrelakukan koordinasi progranl dan kegiatan prioritas
penrbangunan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMN
tahun 2020-2024 beserta penekanan tahunan dengan
mempertinrbanSkan prinsip noney tbllow ptogran\

b. rlengembangkan kebr.yakan untuk mendukung pencapaian
sasaran prioritas nasional oleh kententerian/lembaga
berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 dan penekanan
prioritas tahunan dengan nrempertinrbangkan prinsip noney
lbllowptogan4

c. nlelakukan koordinasi bersama dengan penrangku
kepentingan termasuk kenrerrterian/lembaga tlan rT ritra kerja
pentbangunan perihal penerapan noney tbllow progmnr
dalanr lingkup pengalokasian progrant/ kegiatan / proyek
prioritas;

d. nrenyusrrn peta jalan penerapan noney lbllow progrum terkait
dengan peningkatan kualitas belanja dalam dokumen
pe rencanaan dan pengang4at an;

e. nrelakukan rcview terhadap kebijakan yang sedang berjatan

Suna penerapan noney tbllow prognnr,

f. nrerunruskan kebijakan penerapan noney lbllow ptogrunt
dalam lingkup pengalokasian pendarraan perirbantunan

g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tinr
Pengarah melalui PenanSgung Jawab.

Tenaga Pendukung bertugas:

a. membarrtu pelaksanaan tugas Tinr Pelaksana dalant
pengumpulan data dan inforntasi;

b. melakukan tuSas kesekretadatan dan tugas lain yang

diberikan oleh Tint Pelaksana.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tuSas

Tim Kostra PKPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja NeSara Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Perrrbangunan Nasional Tahun
Anggaran 2022.

KEI,IMA
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KEDEI,APAN Keputusan ini berlaku sejak tan5gal ditetapkan darr berlaku surut
sejak tanggal 3 J^nuari 2OZZ.

Ditetapkan diJakarta
pada tantf.al 28 Februari 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALi
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

STJHARSO MONOARFA

rud

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukurn,

Z=-'
RR. Rita Era\.\'ati
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B. PENANGGUNGJAWAB

C. TIM PELAKSANA

Ketua

SALINAN
LAMPIRAN
KEFLTUSAN MEN'ITRI PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. I s/M.PPN/HK/ 02 / 2022
TANCGAL 28 FEBRUARI 2022

Menteri PPN/ Kepala Bappenas.

Sekretaris Kelnentrian PPN/ Sekletalis Utama
Bappenas.

I. Deputi Biclang Pembangunan Marrusia,
Masyarakat dan Kebudayaan, Kenrenterian
PPN/Bappetlast

2. Deputi Bidang Kentaritinran dan Sumber
Daya Alam, Kenrenterian PPN/Bappenas;

3. Deputi Bidang Sarana dan Prasana,
Kementerian PPN/Bappenas;

4. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan, Kenrenterian
PPN/Bappenas;

5. Deputi Bidang Politik, Hukunr, Pertahanan
dan Keanlanan Kementerian
PPN/Bapperlas;

6. Deputi Bidang Kependudukan dan
Ketenagakerjaan, Kenlenterian
PPN/Bappenas;

7. Deputi Bidang Ekononti, Kententerian
PPN/Bappe14as;

8. Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas.

Deputi Bidang Pendanaan Pentbangunan,

Kenlentel'ian PPN/Bappenas.

Direktur Alokasi Pendanaan
Kenrenterian PPN/Bappenas.

Penrbangunan,

SUSUNAN KEANCGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERKUATAN KUALITAS

PERENCAN.A.AN DAN PENGAT'r-GGARAN TAHUN 2022

Anggota
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Al188ota l. Direktur Keuangan Negara dan Analisis
Moneter, Kementerian PPN/ Bappenas;

Z. Kepala Biro Petencanaan, Organisasi dan
Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur Transportasi, Kementerian
PPN/Bappenas;

4. Direktur Pertahanan clan Keanlanan,
Kenrenterian PPN/ Bappenas;

5. Kepala Biro Perencanaan, Kententerian
Kelautan dan Perikanan;

6. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian
Kesehatan;

7. Arlantyo Wahyu Nugroho, SE, M.Acc, Ak,
Kenrentelian PPN/ Bappenas;

8. Agus fuyanto Kurniawan, SE, M.Dev.Econ
(Adv.), Kementerian PPN/ Bappenas;

9. Wulandari, SE, Ak, MPP, Kementerian
PPN/Bappenas;

i 0. funa Asriyani, SE, M.Sc, Kenrenterian
PPN/Bappenas;

I I . Wisnu Hendrianto, ST, Kenlenterian
PPN/Bappenas;

12. Firnrarr Edison, S.Sos, ME, Kementerian
PPN/Bappenas;

13. Tli Wibowo, SE. Kenlenterian
PPN/Bappenasl

14. Eka fuski Nin8tyas. SE. Kerrtelrterian
PPN/Bappenas;

15. Mohanrad fudho Hasarrudin, S.Pcl,

Kenlenterian PPN/Bappenasl

16. Lydwina Adhisty, ST, Keuterrtet'ian

PPN/Bappenas;

17. Mely Chinthya Devi, S.H, Kententerian
PPN/Bappenas;

18. Indira Widiesa, S.Sos, Ketrrenterian
PPN/Bappenas.

1. Afina Azizah, S.Si. Ket.nenterian

PPN/Bappenas;
D, TENAGA PENDUKUNG

2. Ninvarra ...
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2. Nirwana Fatria Kridayati, S.Mat,
Kementerian PPN/Bappenas;

3. Vivi Nur Utami, S.Si, Kementerian
PPN/Bappenas;

4. Slamet lrianto, Kementerian
PPN/Bappenas;

5. Mohamad lsa Nugroho, Kenrenterian
PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANCUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARFA

rrd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum.

RR. futa Erau'ati


